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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Pemerintah Daerah Kota Kupang telah memadai sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP), kecuali untuk unsur lingkungan pengendalian dan 

pemantauan masih perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilihat pada item-item 

unsur pengendalian intern yang diterapkan antara lain : 

1. Dilihat dari unsur Lingkungan Pengendalian 

Telah diterapkan pemisahan fungsi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota 

Kupang untuk menghindari kecurangan serta memberi jaminan keakuratan data 

yang diperolah, keamanan dan keandalannya. Lingkungan pengendalian yang 

diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang masih terdapat 

beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang 

memadai yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM), di mana 

pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan 

kemampuan dan keahlian. Hal ini dapat dilihat pada latar belakang pendidikan 

pegawai yang belum sesuai dengan keahlian dan tanggungjawabnya. 

2. Dilihat dari unsur Penilaian Resiko 

Penilaian  risiko telah diterapkan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota 
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Kupang yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan pada tugas dan 

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penilaian risiko diterapkan 

untuk melihat antara target dan realisasi yang telah ditetapkan Pemerintah 

Kota Kupang bersama dengan DPRD Kota Kupang, dalam melaksanakan 

penilain resiko terdapat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan 

penerimaan pajak yaitu kurang pengertiannya wajib pajak terhadap tata 

cara atau prosedur pembayaran pajak. 

3. Dilihat dari unsur Kegiatan Pengendalian 

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah melaksanakan 

Kegiatan Pengendalian secara efektif dengan menunjukkan bahwa setiap 

penerimaan pajak/retribusi daerah yang terjadi mendapat otorisasi dari pejabat 

yang berwenang yaitu Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. 

Selain itu dokumen dan catatan yang digunakan telah memadai dan sudah 

bernomor urut cetak, sehingga hal ini mendukung jalannya sistem dan 

prosedur penerimaan kas pendapatan asli daerah yang memadai. 

4. Dilihat dari unsur Informasi dan Komunikasi 

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang telah menerapkan unsur informasi dan 

komunikasi secara terkomputerisasi, yaitu dengan adanya sistem pengelolaan 

keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA). Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Kupang telah 

menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai. 

5. Dilihat dari unsur Pemantauan 

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah melakukan pemantauan 

untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyimpangan penerimaan 
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pendapatan daerah oleh wajib pajak/retribusi sehingga terhindar dari faktor 

risiko yang dapat merugikan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang 

maupun wajib pajak/retribusi, namun dalam melaksanakan pemantauan 

berkelanjutan tidak adanya bukti/laporan tidak dibuat sebagai bukti telah 

dilakukan pemantauan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran 

terkait dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern penerimaan kas 

pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut : 

1. Dilihat dari unsur Lingkungan Pengendalian 

Disarankan untuk pengangkatan pegawai pada jabatan tertentu sebaiknya 

secara objektif dan selektif sesuai dengan kemampuan dan keahliannya 

kepada para pegawai agar dapat menghasilkan SDM yang kompeten, 

sehinggga dapat dihasilkan laporan keuangan yang baik, dengan begitu 

dapat tercipta sistem pengendalian intern yang lebih baik. 

2. Dilihat dari unsur Penilaian Resiko 

Disarankan untuk selalu mereview sistem pengendalian dan setiap 

pekerjaan disertai dengan perkiraan resiko. 

3. Dilihat dari unsur Kegiatan Pengendalian 

Disarankan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan kegiatan 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

4. Dilihat dari unsur Informasi dan Komunikasi 

Disarankan untuk tetap menjaga dan meningkatkan  informasi dan komunikasi 
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yang sudah ada agar bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi 

untuk melakukan rangkain penerimaan pendapatan asli daerah. 

5. Dilihat dari unsur Pemantauan 

Disarankan dapat dibuat bukti/laporan yang dapat dipertanggungjawabkan 

bahwa telah dilakukan pemantauan lanjutan. 
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